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I. PENDAHULUAN


Pedagang kaki lima (PKL) termasuk salah satu dari sektor informal yang banyak berkembang di kota-kota besar Propinsi Sumatra Barat. Para PKL ini kebanyakan berasal dari kalangan rakyat miskin yang termarjinalkan oleh pembangunan ekonomi atau oleh krisis keuangan yang melanda dunia saat ini. Akan tetapi perlakuan pemerintah kota terhadap para PKL seringkali tidak manusiawi dengan melakukan penggusuran-penggusuran tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi pedagang dengan dalih menggangu ketertiban umum, lalu lintas dan merusak keindahan kota. Oleh karena itu mempertemukan kepentingan ekonomi para PKL dengan kepentingan akan ketertiban dan keindahan kota merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para PKL dan pemerintah kota agar konflik antar para PKL dengan pemerintah kota tidak berlarut-larut dan tidak produktif. Berdasarkan gambaran tersebut penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana menata PKL agar dapat mengakomodasi kepentingan ekonomi  para PKL  dengan kepentingan pemerintah kota akan ketertiban dan keindahan kota? 

II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan dibantu pendekatan kuantitaf. Data dikumpulkan dengan kuesioner, obeservasi dan wawancara mendalam. Jumlah sampel 100 orang pedagang kaki lima yang tersebar secara proporsional di kedua lokasi penelitian yaitu Kota Padang dan Payakumbuh. Informan yang diwawancarai secara mendalam adalah Dinas Pasar, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Perhubungan, Dinas Deperindag Tamben, Kepala Satpol PP.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konflik dan resistensi atau perlawanan antara PKL dengan aparat pemerintah merupakan salah satu dinamika hubungan antara keduanya. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber terjadinya konflik antara PKL dengan aparat pemerintah. Penertiban yang dilakukan aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari PKL sehingga menimbulkan ketegangan diantara keduanya. Tindakan penertiban merupakan perlakuan yang pernah dialami oleh 52%  PKL yang menjadi responden, 45% lainnya mengaku tidak pernah mengalaminya. Dalam tiga bulan terakhir para PKL yang pernah terkena penertiban dapat mengalami 1-3 kali penertiban.

Tindakan diam atau pasrah pada saat terjadi penrtiban  bukan berarti PKL tidak melawan karena bentuk perlawanan tidak selalu dilakukan secara fisik, tetapi dengan cara-cara yang lebih lunak. Bentuk perlawanan yang dilakukan adalah dengan cara menghindar untuk sementara waktu sambil menunggu waktu yang tepat untuk kembali berdagang ke tempat semula tersebut. Sebagian besar (65%) para PKL akan tetap berdagang ditempat semula setelah penertiban selesai.

Kebijakan pemerintah kota Padang dalam membina dan menata pedagang kaki lima (PKL) pada dasarnya belum terfokus. Peraturan yang secara khusus  mengatur PKL belum pernah dibuat. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Bagian Umum Dinas Pasar dan Kabag Trantib Satpol PP (Noferman)  mengatakan bahwa peraturan daerah (Perda) khusus PKL tidak ada, yang ada Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang keamanan dan ketertiban umum serta Peraturan Wali Kota Nomor 18 tahun 2005 tentang petunjuk teknis operasional satuan polisi pamong praja Kota Padang dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

Berbeda dengan Pemerintah Kota Padang, pemkot Payakumbuh sudah mulai mengatur PKL tidak hanya berdasarkan perda ketertiban dan keamanan tetapi juga dengan perda khusus yang mengatur PKL. Sementara PKL diatur melalui peraturan pemerintah kota Payakumbuh nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Lokasi/Penempatan dan Penjenisan Pedagang Kaki Lima di Pusat Pertokoan Payakumbuh. Lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan diatur secara detil dalam peraturan tersebut berdasarkan jenis-jenis daganganya.

Tertib selalu diterjemahkan oleh pemerintah kota sebagai tidak melanggar perda. Pedagang kaki lima dianggap tidak tertib karena melanggar batas-batas larangan berdagang di zona yang diatur dalam perda. Hal ini hampir menjadi pandangan semua pejabat yang terkait dengan urusan PKL. Sedangkan dalam memaknai kota yang indah, makna elok lebih banyak digunakan untuk mengartikan kata indah. Pendefinisian konsep indah juga tidak terlepas dari latar belakang bidang kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi instansi. Sementara para PKL juga mengkaitan konsep indah dengan tertib, bersih, aman, tenteram, nyaman, lancar, rapi dan teratur, meskipun berdasarkan arti katanya keindahan tidak selalu berkaitan dengan kata-kata tersebut. Kedelapan kata tersebut dipasangkan dengan mengkombinasikan paling tidak tiga kata untuk memberi pengertian konsep indah.

Adanya persamaan persepsi antara instansi pemerintah dengan PKL dalam memaknai konsep ketertiban dan keindahan kota dapat menjadi modal awal untuk menata para PKL tersebut. Karakteristik PKL seringkali tidak dapat mengikuti implementasi konsep keindahan dan ketertiban yang menjadi acuan  para pejabat pemerintah, oleh karena itu dalam menata PKL perlu diikutsertakan.
Penataan terhadap PKL harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keindahan, ketertiban dan kepentingan PKL itu sendiri. Caranya adalah dengan memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus bagi PKL untuk berdagang. Kepentingan ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak aspek keindahan dan ketertiban kota.
Pemerintah kota harus merubah persepsinya  terhadap PKL bukan sebagai ekses dari kebijkan pembangunan perkotaan tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang akan selalu ada dalam proses pembangunan saat ini. Oleh karena itu PKL sudah harus menjadi variabel yang perlu diperhitungkan dalam merencanakan pembangunan kota.  Penataan terhadap PKL harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keindahan, ketertiban dan kepentingan PKL itu sendiri. Caranya adalah dengan memfasilitasi PKL dengan menyediakan tempat-tempat khusus bagi PKL untuk berdagang. Kepentingan ekonomi PKL perlu dipertimbangkan dengan menyediakan tempat yang tidak menjauhkan PKL dari para konsumennya, sehingga eksistensi mereka tetap bisa dipertahankan tanpa merusak aspek keindahan dan ketertiban kota.

Para PKL tidak dapat dijauhkan dari kerumunan atau tempat lalu lalang orang. Tempat ideal untuk berdagang para PKL adalah lingkungan pasar/mal, dipinggir jalan, atau terminal. Oleh karena itu penataan terhadap PKL tidak boleh hanya terfokus kepada para PKL tetapi juga pada penataan terhadap penggunaan area  tersebut agar dapat memberikan akses yang luas kepada para PKL untuk ikut menggunakan areal tersebut.

Selama ini pembangunan pasar atau tempat-tempat yang dapat diduga akan mengundang orang berkumpul atau lalu lalang belum dipikirkan dimana PKL akan ditempatkan. Para perencana kota harus sudah berfikir bahwa PKL merupakan realitas sosial yang akan selalu ada pada setiap tempat yang mengundang orang berkumpul. Oleh karena itu, perencana kota juga harus sudah memikirkan dimana para PKL tersebut nantinya akan ditempatkan atau diberi tempat.

Sudah saatnya dibuat perda tersendiri untuk menata PKL yang bukan merupakan bagian dari perda mengenai ketertiban dan keamanan. Aparat penegak perda harus konsisten dan secara terus menerus melaksanakan tugasnya untuk melakukan sosialisasi berbagai kesepakatan yang telah ditetapkan dan secara konsistensi melakukan tindakan-tidakan agar para pihak mematuhi kesepakatan tersebut.

Untuk merumuskan dan membuat model penataan perlu dilakukan diskusi terfokus dengan berbagai stakeholders dan mengujinya dilapangan sebelum ditetapkan sebagai model yang akan digunakan untuk menata PKL.
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